NAIK TAHAP PENYIDIKAN, KPK SUDAH TETAPKAN TERSANGKA
KASUS DUGAAN KOIIQUPSI CSR Bl KE OJK
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Sumber gambar:_https://www.suara.com/news/2024/09/14/111854/naik-tahap-penyidikan-kpk-sudah-
tetapkan-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-csr-bi-ke-ojk

Isi Berita:

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi
terkait penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI)
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penanganan
kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. "Bahwa KPK sedang menangani
perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari Bl dan OJK
tahun 2023," kata Asep kepada wartawan, dikutip pada Sabtu (14/9/2024).

Dia menyebut bahwa dalam penyidikan kasus ini, lembaga antirasuah itu telah
menetapkan tersangka. Meski begitu, Asep masih enggan mengungkapkan identitas dari
pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, Asep juga belum menjelaskan dengan rinci perihal konstruksi perkara
ini. Umumnya, identitas tersangka dan kontruksi perkaranya bakal diungkapkan ketika
jumpa pers penahanan. Berdasarkan informasi yang diterima Suara.com, ada beberapa
pihak yang menjadi tersangka, termasuk penyelenggara negara dari unsur legislatif.

KPK mengakui adanya penyelidikan dugaan korupsi terhadap sejumlah
penyelenggara negara dari unsur anggota DPR dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Anggota DPR dimaksud yang tengah diselidiki berasal dari Komisi XI atau yang
mengurus keuangan.

-
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Sumber Berita:

1. https://www.suara.com/news/2024/09/14/111854/naik-tahap-penyidikan-kpk-sudah-
tetapkan-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-csr-bi-ke-ojk, “Naik Tahap Penyidikan,
KPK Sudah Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi CSR BI ke OJK”, tanggal
14 September 2024.

2. https://pmjnews.com/article/detail/65860/dugaan-korupsi-dana-csrr-bi-dan-ojk-
diusut-kpk-naik-ke-penyidikan, “Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK Diusut KPK
Naik ke Penyidikan”, tanggal 15 September 2024.

Catatan:
o Terkait kondisi diatas diatur pada:

a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Rl Nomor 20 tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu,
pidana mati dapat dijatuhkan”; dan

3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

b. Undang-undang Rl Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal
12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
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1) Hurufe yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Pengelolaan Kekayaan Daerah:

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
a. tanah Kas Desa;

pasar Desa;

pasar Hewan;

tambatan Perahu;

bangunan Desa;

pelelangan lkan yang dikelola oleh Desa dan;
lain-lain kekayaan milik Desa.”

@ o oo o

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak
ketiga.

c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan
lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.

e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daera/l;
hibah  dari  Pemerintah, Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah
Kabupaten/Kota;

g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan

h. hasil kerjasama desa.”

3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
milik desa.

(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”

Catatan Berita UJIDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/Agtasya Dwinta Putri 3



